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PENGARUH SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN, 
PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM DAN 
DANA ALOKASI KHUSUS TERHADAP PERILAKU 
OPORTUNISTIK PENYUSUN ANGGARAN (STUDI KASUS 
KAB/KOTA PROVINSI JAWA TENGAH PERIODE 2012-2013) 
 
ABSTRACT 
Opportunistic behavior is behavior that is trying to achieve they wish by all 
means in a way that is illegal. Even though, can lead to principal-agent relationships 
that occur within a contract eventually lead to the occurrence of adverse selection 
(hiding information) and moral hazard (abuse of authority). Thus this study aims to 
examine whether there are opportunistic behavior in budgeting SiLPA, PAD, DAU 
and DAK. 
The population used in this study are all APBD Kab / Kota in Central Java 
province consists of 29 districts and 6 cities. The research sample was determined by 
purposive sampling method. The samples used were 48 for 2 years so that each of the 
existing 24 districts / cities, with details of 42 counties and six cities. The hypothesis 
test uses multiple linear regression analysis. 
The model results of this study indicate that (1) SiLPA no effect on 
opportunistic behavior in budgeting at the district / city in Central Java province; (2) 
PAD opportunistic behavior has no effect on the budget in the District / City in the 
province of Central Java; (3) DAU significant effect on opportunistic behavior in 
budgeting at the district / city in Central Java province; (4) DAK significant effect on 
opportunistic behavior in budgeting at the district / city in Central Java province. 
Keywords: Surplus Financing Articles (SiLPA), revenue (PAD), General Allocation 
Fund (DAU), Special Allocation Fund (DAK), Opportunistic Behavior Budgetary 
(OPA) 
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ABSTRAK 
 
Perilaku Oportunistik yaitu perilaku yang berusaha mencapai keinginannya 
dengan segala cara bahkan dengan cara yang illegal sekalipun, dapat menyebabkan 
hubungan prinsipal-agen yang terjadi dalam suatu kontrak akhirnya mengarah pada 
terjadinya adverse selection (menyembunyikan informasi) dan moral hazard 
(penyalahgunaan wewenang). Sehingga penelitian ini bertujuan untuk meneliti 
apakan terdapat perilaku oportunistik dalam penyusunan anggaran SiLPA, PAD, 
DAU dan DAK. 
Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah seluruh APBD Kab/Kota 
di Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota. Sampel penelitian 
ditentukan dengan metode purposive sampling. Sampel yang digunakan adalah 48 
selama 2 tahun sehingga masing-masing ada 24 kab/kota, dengan rincian 42 
kabupaten dan 6 kota. Pengujian hipotesis menggunakan analisis regresi linier 
berganda. 
Hasil model penelitian ini menunjukkan bahwa (1) SiLPA tidak berpengaruh 
terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran di Kabupaten/Kota di Provinsi 
Jawa Tengah; (2) PAD tidak berpengaruh terhadap perilaku oportunistik penyusunan 
anggaran di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah; (3) DAU  berpengaruh 
signifikan terhadap perilaku oportunistik penyusunan anggaran di Kabupaten/Kota di 
Provinsi Jawa Tengah;  (4) DAK  berpengaruh signifikan terhadap perilaku 
oportunistik penyusunan anggaran di Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah. 
 
 
Kata kunci : Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA), Pendapatan Asli Daerah 
(PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Perilaku 
Oportunistik Penyusunan Anggaran (OPA) 
 
 
1 
 
A. PENDAHULUAN 
Secara faktual di Indonesia saat ini banyak mantan dan anggota legislatif 
yang divonis bersalah oleh pengadilan karena menyalahgunakan APBD. 
Kemunginan hal ini terkait dengan peran yang sangat besar dalam penganggaran, 
terutama pada tahap perencanaan atau perumusan kebijakan dan pengesahan 
anggaran. Dugaan adanya miss allocation dalam anggaran karena politisi 
memiliki kepentingan pribadi dalam penganggaran (Keefer & Khemani, 2003). 
Kondisi dan situasi powerful yang dimiliki legislatif menyebabkan tekanan 
kepada eksekutif menjadi semakin besar, sehingga membuat eksekutif sulit 
menolak “rekomendasi” legislatif dalam pengalokasian sumberdaya yang 
memberikan keuntungan kepada legislatif, yang akan menyebabkan outcome 
anggaran dalam bentuk pelayanan publik mengalami distorsi dan merugikan 
publik (Abdullah, 2006). 
Motivasi yang mendasari penelitian ini karena secara faktual banyak 
penyimpangan (fraud) dalam penggunaan dana APBD, dimana penyimpangan 
tersebut diawali dari proses penyusunan anggaran yang ditengarai karena praktek 
perilaku oportunistik para pemangku kepentingan. Dalam organisasi sektor 
publik, perilaku seperti ini akan muncul di kalangan eksekutif. Hal tersebut 
ditunjukkan melalui besarnya peran legislatif dalam pembuatan kebijakan publik, 
termasuk penganggaran daerah. Kekuatan yang dimiliki oleh legislatif 
mengakibatkan eksekutif berada di bawah tekanan yang semakin besar, tekanan 
semacam ini mengakibatkan terdistorsinya outcome anggaran dalam bentuk 
pengalokasian sumber daya untuk publik yang tidak tepat sasaran. 
Perilaku Oportunistik yaitu perilaku yang berusaha mencapai 
keinginannya dengan segala cara bahkan dengan cara yang illegal sekalipun, 
dapat menyebabkan hubungan prinsipal-agen yang terjadi dalam suatu kontrak 
akhirnya mengarah pada terjadinya adverse selection (menyembunyikan 
informasi) dan moral hazard (penyalahgunaan wewenang).Perilaku oportunistik 
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legislatif juga dapat terjadi pada dua posisi, yakni sebagai prinsipal dan juga 
sebagai agen. Sebagai prinsipal bagi eksekutif, legislatif dapat merealisasikan 
kepentingannya dengan membuat kebijakan yang seolah-olah merupakan 
kesepakatan di antara kedua belah pihak, tetapi menguntungkan legislatif dalam 
jangka panjang, baik secara individual maupun institusional. 
B. LANDASAN TEORI 
1. Teori Keagenan (Agency Theory) 
Penggunaan teori keagenan telah dipergunakan secara luas baik di 
sektor privat maupun sektor publik. Para ekonom menggunakan struktur 
hubungan prinsipal dan agen untuk menganalisis hubungan antara perusahaan 
dengan pekerja (Faria and Silva, 2013). Sementara di sektor publik, teori 
keagenan dipergunakan untuk menganalisis hubungan prinsipal-agen dalam 
kaitannya dengan penganggaran sektor publik (Latifah, 2010; Abdullah, 
2012). Teori keagenan menganalisis susunan kontraktual di antara dua atau 
lebih individu, kelompok atau organisasi. Salah satu pihak (principal) 
membuat suatu kontrak, baik secara implisit maupun eksplisit dengan pihak 
lain (agents) dengan harapan bahwa agen akan bertindak atau melakukan 
pekerjaan seperti yang diinginkan principal. 
Teori keagenan Menurut Eisenhardt (1989), dilandasi oleh tiga asumsi, yaitu: 
1. Asumsi tentang sifat manusia 
Asumsi tentang sifat manusia mengemukakan bahwa manusia memiliki 
kecenderungan untuk mementingkan diri sendiri (self interest), memiliki 
keterbatasan rasionalitas (bounded rationality), dan menghindari resiko (risk 
aversion). 
2. Asumsi tentang keorganisasian 
Asumsi keorganisasian mengemukakan adanya konflik antar anggota 
organisasi, efisien sebagai kriteria produktivitas dan adanya asimetris 
informasi antara pemilik perusahaan dan manajemen. 
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3.  Asumsi tentang informasi 
Asumsi informasi menerangkan bahwa informasi dipandang sebagai 
komoditas yang dapat diperjual-belikan. 
2. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran 
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) menurut Permendagri 
Nomor 13 tahun 2006 adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan 
pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran. SiLPA adalah suatu 
indikator yang menggambarkan efiseinsi pengeluaran pemerintah. SiLPA 
sebenarnya merupakan indikator efisiensi, karena SiLPA hanya akan 
terbentuk bila terjadi Surplus pada APBD dan sekaligus terjadi Pembiayaan 
Neto yang positif, dimana komponen Penerimaan lebih besar dari komponen 
Pengeluaran Pembiayaan. 
H1: Sisa Lebih Perhitungan Anggaran berpengaruh terhadap Perilaku 
Oportunistik Penyusunan Anggaran. 
3. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
PAD merupakan sumber penerimaan daerah yang harus terus menerus 
dipacu pertumbuhannya. Pendapatan asli daerah bertujuan memberikan 
kewenangan kepada Pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi 
daerah sesuai dengan potensi yang dimilikinya. PAD dapat dijadikan sebagai 
indikator dalam menilai tingkat kemandirian suatu daerah dalam mengelola 
keuangan daerahnya, makin tinggi rasio PAD dibandingkan dengan total 
pendapatan makin tinggi tingkat kemandirian suatu daerah. Menurut Undang-
undang nomor 33 tahun 2004 PAD terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi 
Daerah, Hasil Pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan Lain-lain 
PAD yang sah. Pajak daerah dan retribusi daerah bersifat limitatif (closed-list) 
artinya bahwa Pemerintah daerah tidak dapat memungut jenis pajak dan 
retribusi selain yang telah di tetapkan dalam undang-undang. 
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H2: Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap Perilaku Oportunistik 
Penyusunan Anggaran. 
 
4. Dana Alokasi Umum (DAU) 
Dana Alokasi Umum (DAU) merupakan salah satu transfer dana 
Pemerintah kepada pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan 
APBN, yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan 
antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 
desentralisasi. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26% 
dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto yang ditetapkan dalam APBN. 
Laporan Realisasi APBD. 
H3: Dana Alokasi Umum berpengaruh terhadap Perilaku Oportunistik 
Penyusunan Anggaran. 
5. Dana Alokasi Khusus (DAK) 
Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari APBN, 
yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai kebutuhan 
tertentu. Dana Alokasi Khusus dapat dialokasikan dari APBN kepada Daerah 
tertentu untuk membiayai dana dalam APBN.Dana Alokasi Khusus dapat 
membantu biaya pengoperasian dan pemeliharaan prasarana dan sarana 
tertentu untuk periode terbatas, tidak melebihi 3 (tiga) tahun. 
H4: Dana Alokasi Khusus berpengaruh terhadap Perilaku Oportunistik 
Penyusunan Anggaran 
6. Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran (OPA) 
Perilaku Oportunistik yaitu perilaku yang berusaha mencapai 
keinginannya dengan segala cara bahkan dengan cara yang illegal sekalipun, 
dapat menyebabkan hubungan prinsipal-agen yang terjadi dalam suatu 
kontrak akhirnya mengarah pada terjadinya adverse selection 
(menyembunyikan informasi) dan moral hazard (penyalahgunaan 
wewenang). 
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D. METODE PENELITIAN 
1. Desain Penelitian 
Desain penelitian ini adalah jenis penelitian kuantitatif dengan 
melakukan uji hipotesis. Data yang digunakan adalah data sekunder dengan 
melihat laporan realisasi anggaran dan spread anggaran belanja dalam APBD 
Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah. Data penelitian ini diperoleh dari 
Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (www.djpk.kemenkeu.go.id) 
selama tahun 2012 sampai 2013. 
2. Populasi dan Sampel 
Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh APBD Kab/Kota di 
Provinsi Jawa Tengah yang terdiri dari 29 kabupaten dan 6 kota. Teknik 
Perilaku Oportunistik 
Sektor 
Privat 
Sektor 
Publik 
 
Penyusunan 
Anggaran 
Penyusunan 
Lap.Keuangan 
Penyusunan 
Anggaran 
Penyusunan 
Lap.Keuangan 
SiLPA PAD DAU DAK 
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pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan metode purposive 
sampling. Pengambilan sampel bertujuan (purposive sampling) dilakukan 
dengan mengambil sampel dari populasi berdasarkan kriteria tertentu 
(jogiyanto,2010). 
Kriteria pengambilan sampel dalam penelitian ini adalah : 
1.Seluruh Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang melaporkan secara rutin 
APBD dari Dinas Pendidikan, Dinas Kesehatan, dan Urusan Pekerjaan 
Umum, selama 2 tahun yaitu tahun 2012-2013. 
2.Seluruh Kab/Kota di Provinsi Jawa Tengah yang melaporkan dan 
mempublikasikan secara rutin APBD meliputi SiLPA, PAD,DAU, dan DAK 
tahun anggaran 2012-2013. 
3. Variabel Penelitian dan Definisi Operasional 
a. Variabel Dependen (Y) 
Perilaku Oportunistik yaitu perilaku yang berusaha mencapai 
keinginannya dengan segala cara bahkan dengan cara yang illegal 
sekalipun, dapat menyebabkan hubungan prinsipal-agen yang terjadi 
dalam suatu kontrak akhirnya mengarah pada terjadinya adverse selection 
(menyembunyikan informasi) dan moral hazard (penyalahgunaan 
wewenang). Ada dua tahap pengukuran OPA, yaitu (Abdullah dan 
Asmara,2006) : 
a. Menghitung spread anggaran pendidikan (∆Pdk), spread anggaran 
kesehatan (∆Kes), spread anggaran pekerjaan umum (∆PU). 
Perhitungan spread (∆) = APBD tahun berjalan (t) – APBD tahun 
sebelumnya (t-1). 
b. Mengakumulasikan spread anggaran pendidikan (∆Pdk), spread 
anggaran kesehatan (∆Kes), spread anggaran pekerjaan umum (∆PU). 
Perhitungan  
OPA = ∆Pdk + ∆Kes + ∆PU 
Keterangan : 
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∆Pdk : perubahan turun atau berkurangnya anggaran bidang 
pendidikan 
∆Kes : perubahan turun atau berkurangnya anggaran bidang kesehatan 
∆PU : perubahan turun atau berkurangnya anggaran bidang pekerjaan 
umum (infrastruktur) 
b. Variabel Independen (X) 
1. Sisa Lebih Pembiayaan Aanggaran (SiLPA) 
Merupakan penerimaan daerah yang bersumber dari sis akas 
tahun anggaran sebelumnya untuk menutupi defisit anggaran apabila 
realisasi pendapatan lebih kecil dari pada realisasi belanja. SiLPA 
diukur dengan spread SiLPA (ΔSiLPA) dari APBD tahun berjalan (t-
1) ke APBD tahun sebelumnya (t-1) (Florensia dalam Havid,dkk: 
2014) 
SiLPA = ΔSiLPA 
= SiLPAAPBD(t) –SiLPA APBD(t-1) 
2. Pendapatan Asli Daerah (PAD) 
Merupakan sumber penerimaan daerah yang memberikan 
wewenang kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan 
otonomi sesuai dengan potensi yang dimilikinya. PAD yang terdiri 
dari Hasil Pajak Derah, Retribusi Daerah, Pendapatan dari Laba 
Perusahaan Daerah, dan lain-lain. Cara mengukur PAD adalah dengan 
menggunakan perubahan PAD (ΔPAD) adalah perubahan naik atau 
turunnya PAD dari APBD tahun berjalan (t) ke APBD tahun 
sebelumnya (t-1) (Abdullah, 2012). 
PAD = ΔPAD 
= PADAPBD(t) – PADAPBD(t-1) 
3. Dana Alokasi Umum (DAU) 
Merupakan salah satu transfer dana Pemerintah kepada 
pemerintah daerah yang bersumber dari pendapatan APBN, yang 
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dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar 
daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan 
desentralisasi. Jumlah keseluruhan DAU ditetapkan sekurang-
kurangnya 26% dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) neto yang 
ditetapkan dalam APBN. DAU diukur dengan spread DAU (ΔDAU) 
dari APBD tahun berjalan (t) ke APBD tahun sebelumnya (t-1) 
(Sularso dkk., 2014). 
DAU = ΔDAU 
= DAUAPBD(t) – DAUAPBD(t-1) 
4. Dana Alokasi Khusus (DAK) 
Dana Alokasi Khusus (DAK) adalah dana yang berasal dari 
APBN, yang dialokasikan kepada daerah untuk membantu membiayai 
kebutuhan tertentu. Dana Alokasi Khusus dapat dialokasikan dari 
APBN kepada Daerah tertentu untuk membiayai dana dalam APBN, 
yang dimaksud sebagai daerah tertentu adalah daerah-daerah yang 
mempunyai kebutuhan yang bersifat khusus. DAK diukur dengan 
spread Dana Alokasi Khusus (ΔDAK) dari APBD tahun berjalan (t) 
ke APBD tahun sebelumnya (t-1). 
DAK = ΔDAK 
= DAKAPBD(t) – DAKAPBD(t-1) 
E. Metode Analisis 
1. Analisis Statistik Deskriptif 
Menurut Sugiyono (2009:206) statistik deskriptif adalah statistik yang 
digunakan untuk menganalisa data dengan cara mendeskripsikan atau 
menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya tanpa bermaksud 
membuat kesimpulan yang berlaku untuk umum atau generalisasi.  
2. Uji Asumsi Klasik 
Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, 
variabel residual memiliki distribusi normal. Dalam penelitian ini menggunakan 
9 
 
uji statistik non-parametrik Kolmogorov-Smirnov (K-S). Uji Heteroskedastisitas 
bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidakasamaan variance 
dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain. Pengujian ini dengan 
menggunakan uji Glejser yaitu dengan meregresikan variabel independen dengan 
nilai absolut residualnya. Uji multikolinieritas bertujuan untuk menguji apakah 
model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Penelitian ini 
menghitung variance inflation factor (VIF) dan nilai tolerance. Uji autokorelasi 
bertujuan untuk menguji apakah dalam model linier ada korelasi antara kesalahan 
pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu periode t-1 
(sebelumnya). Penelitian ini menggunakan uji Durbin-Watson (DW). 
3. Uji Hipotesis  
Model pengujian yang digunakan untuk menguji hipotesis dalam 
penelitian ini adalah menggunakan analisis regresi linier berganda. Model regresi 
linier berganda dilakukan untuk mengetahui pengaruh antar variabel dependen 
dan variabel independen. Pengujian hipotesis dilakukan setelah model regresi 
berganda bebas dari pelanggaran asumsi klasik, agar hasil pengujian dapat di 
intrepresentasikan dengan tepat. Persamaan regresi linier berganda adalah sebagai 
berikut: 
OPA = α + β1SiLPA + β 2PAD + β 3DAU + β 4DAK+ e 
Keterangan : 
OPA  : Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran 
α  : Konstata 
e  : Eror 
SiLPA  : Sisa Lebih Perhitungan Anggaran 
PAD  : Pendapatan Asli Daerah 
DAU  : Dana Alokasi Umum 
DAK  : Dana Alokasi Khusus 
Pengujian hipotesis akan dilakukan dengan menggunakan uji t. Sebelum 
dilakukan pengujian hipotesis akan dilakukan uji F dan   . Uji F pada dasarnya 
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menunjukan apakah semua variabel independen atau bebas yang dimasukan 
dalam model mempunyai pengaruh secara bersama-sama terhadap variabel 
dependen/terikat. Selanjutnya uji Koefisien Determinasi (Adjusted R squared) 
digunakan untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan 
variasi variabel dependen. 
F. Hasil Penelitian dan Pembahasan 
1. Hasil uji hipotesis kesatu 
Hipotesis kesatu bertujuan untuk menguji apakah SiLPA berpengaruh 
terhadap Perilaku Oportunistik Penyusunan Anggaran. Variabel SiLPA 
memiliki koefisien memiliki koefisien beta sebesar -0,225, tingkat signifikasi 
sebesar 0,175 lebih besar dari 0,05. Hasil regresi memberi bukti secara 
empiris bahwa SiLPA tidak berpengaruh terhadap Perilaku Oportunistik 
Penyusun Anggaran sehingga H1 ditolak. Artinya bahwa kenaikan SiLPA 
mengurangi jumlah dana yang dapat dialokasikan untuk membiayai proyek 
atau kegiatan yang dapat mendukung perilaku oportunistik penyusun 
anggaran. 
2. Hasil uji hipotesis kedua 
Hipotesis kedua bertujuan untuk menguji apakah PAD berpengaruh 
terhadap Perilaku Oportunistik Penyusunan Anggaran. Variabel PAD 
memiliki koefisien memiliki koefisien beta sebesar -0,751, tingkat signifikasi 
sebesar 0,537 lebih besar dari 0,05. Hasil regresi memberi bukti secara 
empiris bahwa PAD tidak berpengaruh terhadap Perilaku Oportunistik 
Penyusun Anggaran sehingga H2 ditolak. Artinya bahwa kenaikan PAD 
mengurangi jumlah dana yang dapat dialokasikan untuk membiayai proyek 
atau kegiatan yang dapat mendukung perilaku oportunistik penyusun 
anggaran. 
3. Hasil uji hipotesis ketiga 
Hipotesis ketiga bertujuan untuk menguji apakah DAU berpengaruh 
terhadap Perilaku Oportunistik Penyusunan Anggaran. Variabel DAU 
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memiliki koefisien memiliki koefisien beta sebesar 1,310, tingkat signifikasi 
sebesar 0,007 lebih kecil dari 0,05. Hasil regresi memberi bukti secara empiris 
bahwa DAU berpengaruh terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran 
sehingga H3 diterima. Artinya bahwa kenaikan DAU menambah jumlah 
dana yang dapat dialokasikan untuk membiayai proyek atau kegiatan yang 
dapat mendukung perilaku oportunistik penyusun anggaran. 
4. Hasil uji hipotesis keempat 
Hipotesis keempat bertujuan untuk menguji apakah DAK berpengaruh 
terhadap Perilaku Oportunistik Penyusunan Anggaran. Variabel DAK 
memiliki koefisien memiliki koefisien beta sebesar -3,120, tingkat signifikasi 
sebesar 0,002 lebih kecil dari 0,05. Hasil regresi memberi bukti secara empiris 
bahwa DAK berpengaruh terhadap Perilaku Oportunistik Penyusun Anggaran 
sehingga H4 diterima. Artinya bahwa berkurangnya DAK menambah jumlah 
dana yang dapat dialokasikan untuk membiayai proyek atau kegiatan yang 
dapat mendukung perilaku oportunistik penyusun anggaran. 
G. PENUTUP 
1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil pengujian seluruh hipotesis, maka secara 
keseluruhan penelitian ini dapat memberikan bukti empiris sebagai berikut: 
a. Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran tidak berpengaruh terhadap Perilaku 
Oportunistik Penyusunan Anggaran berarti H1 ditolak. 
b. Pendapatan Asli Derah tidak berpengaruh terhadap Perilaku Oportunistik 
Penyusunan Anggaran berarti H2 ditolak. 
c. Dana Alokasi Umum berpengaruh signifikan terhadap Perilaku 
Oportunistik Penyusunan Anggaran berarti H3 diterima. 
d. Dana Alokasi Khusus berpengaruh signifikan terhadap Perilaku 
Oportunistik Penyusun Anggaran berarti H4 diterima. 
2. Keterbatasan Penelitian 
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Beberapa hal yang menjadikan adanya keterbatasan pada penelitian ini 
adalah sebagai berikut: 
a. Obyek penelitian hanya Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah 
sehingga belum dapat mewakili secara keseluruhan perilaku oportunistik 
penyusun anggaran di semua tingkat pemerintah provinsi maupun 
pemerintah kabupaten/kota di seluruh Indonesia. 
b. Periode penelitian hanya 2 tahun yaitu dari tahun 2012 sampai tahun 2013 
sehingga belum dapat menggeneralisasi hasil yang diperoleh. 
c. Variabel independen yang digunakan hanya terbatas pada SiLPA, PAD, 
DAK dan DAU, yang sebenarnya masih banyak variabel yang belum 
dimasukkan ke dalam penelitian yang sebenarnya dapat mempengaruhi 
perilaku oportunistik penyusun anggaran di Kabupaten/Kota di Provinsi 
Jawa Tengah., dikarenakan hasil analisis koefisien determinasi diperoleh 
nilai adjusted R
2
 sebesar 15,9% dan sisanya sebesar 84,1% dipengaruhi 
faktor lain. 
3. Saran 
Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan penelitian yang telah 
dilakukan diatas, maka dapat dikemukakan saran sebagai berikut: 
a. Penelitian yang akan datang diharapkan agar memperpanjang periode 
pengamatan dan menggunakan sampel yang lebih besar, agar hasil 
penelitian dapat digeneralisasikan. 
b. Bagi peneliti berikutnya agar menambah variabel lain, agar hasil 
penelitian dapat lebih baik lagi dalam membuktikan hipotesis. 
c. Penelitian yang akan datang diharapkan mampu mengungkapkan 
sepenuhnya beberapa persoalan untuk menggambarkan perilaku 
oportunistik penyusun anggaran seperti membuat kuisioner. 
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